PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25/PERMEN-KP/2020

TENTANG

ANDON PENANGKAPAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya
ikan secara tertib dan bertanggung jawab serta
meminimalisasi potensi konflik sesama nelayan andon
karena pemanfaatan sumber daya ikan oleh nelayan
andon yang dilakukan secara berpindah-pindah dari
satu wilayah perairan ke wilayah perairan yang lain
dengan mengikuti ruaya ikan dan sesuai dengan iklim
perairan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2014 tentang
Andon Penangkapan Ikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Andon

Penangkapan Ikan;

Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG ANDON PENANGKAPAN IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya
melakukan penangkapan ikan.

Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan
penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal
penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal
penangkap ikan berukuran kumulatif paling besar 10
(sepuluh) gross tonnage.

Andon Penangkapan lkan adalah kegiatan penangkapan
ikan di laut yang dilakukan oleh Nelayan dan Nelayan
Kecil, dengan menggunakan kapal penangkap ikan
berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage
dengan daerah penangkapan ikan sesuai surat izin
penangkapan ikan andon dan tanda daftar kapal
perikanan untuk Nelayan Kecil andon.

Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat
SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal
perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat izin usaha
perikanan.

Surat Izin Penangkapan lkan Andon yang selanjutnya
disebut SIPI Andon adalah izin tertulis yang harus dimiliki
setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan
ikan di luar wilayah domisili administrasinya.

Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil yang
selanjutnya disebut TDKP adalah bukti tertulis yang
menyatakan bahwa kapal penangkap ikan tersebut
dimiliki oleh Nelayan Kecil.

Tanda Daftar Kapal Perikanan Andon untuk Nelayan Kecil
yang selanjutnya disebut TDKP Andon adalah bukti
tertulis yang menyatakan bahwa kapal penangkap ikan
tersebut dimiliki oleh Nelayan Kecil untuk melakukan
penangkapan ikan di luar wilayah  domisili
administrasinya.

Penangkapan lkan adalah kegiatan untuk memperoleh



10.

11.

12.

13.

14.

ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan
dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang
menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,
menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah,
dan/atau mengawetkannya.

Kapal Penangkap lkan adalah kapal perikanan yang
digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan,
termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan,
dan/atau mengawetkan ikan, serta memiliki alat
Penangkapan Ikan.

Surat Tanda Keterangan Andon yang selanjutnya
disingkat STKA adalah surat keterangan yang diterbitkan
oleh dinas provinsi tempat domisili Nelayan atau Nelayan
Kecil yang menyatakan bahwa Nelayan atau Nelayan Kecil
akan melakukan Andon Penangkapan Ikan.

Alokasi Usaha adalah jumlah Kapal Penangkap Ikan yang
diizinkan untuk beroperasi di wilayah pengelolaan
perikanan negara Republik Indonesia berdasarkan alokasi
sumber daya ikan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
mempunyai tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
Kepala Dinas adalah kepala dinas provinsi yang

bertanggung jawab di bidang perikanan.

Pasal 2

Andon Penangkapan lkan dilakukan oleh Kapal Penangkap

Ikan berukuran paling besar 30 (tiga puluh) gross tonnage.

(1)

@)

Pasal 3
Andon penangkapan ikan dilakukan berdasarkan

kesepakatan bersama antargubernur.

Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama
Penangkapan lkan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang

ditunjuk.



©)

4

(1)

@)

Perjanjian kerja sama Penangkapan lkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. alat penangkap ikan, ukuran Kapal Penangkap Ikan,
dan jumlah Kapal Penangkap Ikan;

c. jumlah awak kapal dan jumlah Nelayan dan/atau
Nelayan Kecil yang akan melakukan Andon
Penangkapan Ikan;

d. pelabuhan pangkalan sebagai tempat pendaratan
ikan sesuai dengan SIPI Andon dan TDKP Andon;

e. persentase ikan hasil tangkapan yang didaratkan;
tanggung jawab para pihak;

g. jangka waktu perjanjian kerja sama Penangkapan
Ikan;

h. musim dan target ikan; dan

i.  evaluasi.

Penyusunan kesepakatan bersama dan penyusunan

perjanjian kerja sama Penangkapan lkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan
estimasi potensi dan jumlah tangkapan sumber daya ikan
yang diperbolehkan.
Perjanjian kerja sama Penangkapan lkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun dengan

mempertimbangkan Alokasi Usaha.



BAB II
PERIZINAN ANDON PENANGKAPAN IKAN DAN MASA
BERLAKU

Pasal 5
(1) Setiap orang yang melakukan Andon Penangkapan Ikan
wajib memiliki SIPI Andon.
(2) Kewajiban memiliki SIPI Andon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikecualikan bagi Nelayan Kecil dan
kewajiban tersebut diganti dengan TDKP Andon.

Pasal 6
SIPI Andon dan TDKP Andon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 berlaku dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)

bulan.

BAB III
KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN ANDON
PENANGKAPAN IKAN

Pasal 7
Gubernur berwenang menerbitkan SIPI Andon dan TDKP
Andon, untuk Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Andon

Penangkapan Ikan di wilayah administrasinya.

Pasal 8
Penerbitan SIPI Andon dan TDKP Andon oleh gubernur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam pelaksanaannya

dilakukan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN PERIZINAN
ANDON PENANGKAPAN IKAN



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 9
Nelayan untuk memiliki SIPI Andon harus mengajukan
permohonan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang
ditunjuk di daerah tujuan Andon Penangkapan Ikan,
dengan melampirkan persyaratan:
a. STKA asli; dan
b. fotokopi SIPI.
Apabila permohonan SIPI Andon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disetujui, Kepala Dinas atau pejabat yang
ditunjuk menerbitkan SIPI Andon.
SIPI Andon sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan kepada pemohon dan dalam waktu bersamaan
pemohon menyerahkan SIPI asli kepada Kepala Dinas
atau pejabat yang ditunjuk di daerah tujuan Andon
Penangkapan Ikan.
Bentuk dan format SIPI Andon sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 10
Nelayan Kecil untuk memiliki TDKP Andon harus
mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas atau
pejabat yang ditunjuk di daerah tujuan Andon
Penangkapan Ikan dengan melampirkan persyaratan:
a. STKA asli; dan
b. fotokopi TDKP.
Apabila permohonan TDKP Andon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disetujui, Kepala Dinas atau pejabat yang
ditunjuk menerbitkan TDKP Andon.
TDKP Andon sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan kepada pemohon dan dalam waktu bersamaan
pemohon menyerahkan TDKP asli kepada Kepala Dinas
atau pejabat yang ditunjuk di daerah tujuan Andon

Penangkapan Ikan.



(4)
()

(1)

(2)

(3)

(4)

Penerbitan TDKP Andon tidak dipungut biaya.

Bentuk dan format TDKP Andon sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 11

Setiap Nelayan dan Nelayan Kecil untuk memiliki STKA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hurufa dan
Pasal 10 ayat (1) huruf a, harus mengajukan permohonan
kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan
melampirkan persyaratan:
a. fotokopi SIPI atau TDKP dengan menunjukan aslinya;
b. kartu pelaku utama sektor kelautan dan perikanan

atau kartu tanda penduduk pemohon; dan
c. rencana Andon Penangkapan Ikan, meliputi:

1) daerah Penangkapan Ikan;

2) jumlah awak kapal yang akan melakukan Andon

Penangkapan Ikan;

3) rencana pelabuhan pangkalan; dan

4) rencana waktu Andon Penangkapan Ikan.
Apabila permohonan STKA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disetujui, Kepala Dinas atau pejabat yang
ditunjuk menerbitkan STKA.
STKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
memuat informasi tentang:
a. nama Nelayan atau Nelayan Kecil;
b. nama Kapal Penangkap Ikan;
c. ukuran Kapal Penangkap Ikan;
d

nomor SIPI atau nomor TDKP;

e. daerah tujuan Andon Penangkapan Ikan;
nomor dan tanggal perjanjian kerja sama
Penangkapan Ikan;

g. alat Penangkapan Ikan yang digunakan; dan

h. rencana Andon Penangkapan Ikan.

Masa berlaku STKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2)



()

(1)

@)

©)

)

(1)

(2)

sama dengan masa berlaku SIPI atau TDKP.
Bentuk dan format STKA sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

SIPI Andon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
dan TDKP Andon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (2) dapat diperpanjang.

Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SIPI Andon
atau TDKP Andon berakhir.

Nelayan dan Nelayan Kecil untuk melakukan
perpanjangan SIPI Andon atau TDKP Andon harus
mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas atau
pejabat yang ditunjuk di daerah tujuan Andon
Penangkapan Ikan dengan melampirkan SIPI Andon atau
TDKP Andon.

Perpanjangan SIPI Andon dan TDKP Andon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan

mempertimbangkan Alokasi Usaha.

Pasal 13

Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12, dalam
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterimanya  permohonan secara lengkap harus
menerbitkan atau menolak penerbitan SIPI Andon/TDKP
Andon.

Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, dalam jangka waktu paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan
secara lengkap harus menerbitkan atau menolak

penerbitan STKA.



- 10 -

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan

perpanjangan SIPI Andon dan TDKP Andon, serta penerbitan

STKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan

Pasal 13 diatur dengan Peraturan Gubernur.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 15
Pembinaan terhadap Nelayan Andon dan Nelayan Kecil
Andon dilakukan oleh gubernur asal dan gubernur tujuan
andon.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas.
Pembinaan terhadap Nelayan Andon dan Nelayan Kecil
Andon dilakukan melalui:
a. bimbingan;
b. pelatihan; dan/atau
c. sosialisasi.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup kewajiban menghormati kearifan dan budaya

lokal daerah tujuan Andon Penangkapan Ikan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 16
Nelayan Andon dan Nelayan Kecil Andon wajib
melaporkan ikan hasil tangkapan kepada kepala
pelabuhan pangkalan di daerah tujuan Andon
Penangkapan Ikan setiap trip Penangkapan lkan.
Nelayan Andon dan Nelayan Kecil Andon yang tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran/peringatan tertulis;
b. pembekuan SIPI Andon atau TDKP Andon; dan
c. pencabutan SIPI Andon atau TDKP Andon.



(3)

(4)

()

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dikenakan 1 (satu) kali dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pembekuan SIPI Andon atau TDKP Andon sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan selama 30 (tiga
puluh) hari kalender apabila sampai dengan berakhirnya
teguran/peringatan tertulis tidak memenuhi kewajiban.
Pencabutan SIPI Andon atau TDKP Andon sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan apabila sampai
dengan berakhirnya pembekuan SIPI Andon atau TDKP

Andon tidak memenuhi kewajiban.

Pasal 17

Kepala pelabuhan pangkalan berdasarkan laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
menyampaikan laporan Andon Penangkapan Ikan kepada
gubernur melalui Kepala Dinas setiap 3 (tiga) bulan.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
perizinan Andon Penangkapan Ikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12
dilakukan secara elektronik.

Bentuk dan format laporan Andon Penangkapan lkan
sebagaimana dimakud pada ayat (1), tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Gubernur berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) menyampaikan laporan kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit meliputi:
a. jumlah SIPI Andon dan TDKP Andon yang telah

diterbitkan;
b. jumlah awak kapal Andon Penangkapan Ikan;
c. jumlah ikan hasil tangkapan;

daerah Penangkapan Ikan; dan

e. alat Penangkapan Ikan yang digunakan.



(3)

(4)
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Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara elektronik.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
oleh Menteri sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan

di bidang perikanan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.

SIPI Andon dan Bukti Pencatatan Kapal Andon yang
telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini
berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis masa
berlakunya SIPI Andon dan Bukti Pencatatan Kapal
Andon; dan

terhadap permohonan SIPI Andon dan Bukti
Pencatatan Kapal Andon yang permohonannya telah
disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum
Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diproses
berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2014 tentang

Andon Penangkapan Ikan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 /PERMEN-KP/2014

tentang Andon Penangkapan lkan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1195), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
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Pasal 21
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Agustus 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 947
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25/PERMEN-KP/2020

TENTANG

ANDON PENANGKAPAN IKAN

BENTUK DAN FORMAT SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN ANDON

PEMERINTAH DAERAH ..........

T IZIN PENAN PAN DON
NO. :
IDENTITAS PELABUHAN PANGKALAN
NAMA
ALAMAT
NO. TELEPON
NO. FAX
IDENTITAS KAPAL MASA BERLAKU IZIN

e MAKAD - ; SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN ANDON INI BERLAKU
2. TEMPAT & NO. REG : SAMPAI DENGAN

/ NO.GROSSE AKTE /

BUKU KAPAL PERIKANAN

TEMPAT, TANGGAL

3. TEMPAT &

TANDA SELAR - GUBERNUR
4. ASAL KAPAL
5. TAHUN PEMBUATAN

KAPAL
NAMA
SPESIFIKASI KAPAL REia
1. MERK MESIN
2.NO. SERI MESIN
3. BAHAN KAPAL
CATATAN
3 ada data dan/atau Gokumen kapal gal pencukung pene: 2in Inl yang temyala dikemudian han 1erbukl BAaK Denar Gan/atau toak a
yang dinyatakan oleh inslansi yang berwenang menerbitkan dokumen lersebul maka tanggung jawab ada pada pemiik kapal/perusahaan tersebul dialas
7 5 & i

da k2 licabut sara punguda tal; avarkan tidak dapat ik
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s

SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN ANDON

NO
JENIS ALAT TANGKAP
NO. KOMPONEN SPESIFIKASI SATUAN
DAERAH PENANGKAPAN IKAN
NO. NAMA WILAYAH KORDINAT DAERAH TERLARANG
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
Salinan sesuai-dengan aslinya
Kepala 3 ¢0Ngrgan|sasn EDHY PRABOWO
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25/PERMEN-KP/2020

TENTANG

ANDON PENANGKAPAN IKAN

BENTUK DAN FORMAT TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN
UNTUK NELAYAN KECIL ANDON

TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN
UNTUK NELAYAN KECIL ANDON
PROVINSI : ....ccceceenneenees

NOMOR REGISTER

NAMA PEMILIK

MEREK MESIN

BAHAN

ALAT PENANGKAPAN IKAN
DAERAH ASAL

DAERAH PENANGKAPAN IKAN :
BERLAKU SAMPAI

Tempat, tanggal, bulan, tahun
KEPALA DINAS

(Nama)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO
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LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25/PERMEN-KP/2020

TENTANG

ANDON PENANGKAPAN IKAN

BENTUK DAN FORMAT SURAT TANDA KETERANGAN ANDON

PROVINSI
NOMOR SURAT TANDA
KETERANGAN ANDON (STKA)

NAMA PEMILIK

ALAMAT

NAMA KAPAL

UKURAN KAPAL

BAHAN KAPAL

NOMOR SIPI/TDKP
TAHUN PEMBANGUNAN
ALAT PENANGKAPAN IKAN
IKAN TARGET UTAMA
DAERAH TUJUAN ANDON
JUMLAH AWAK KAPAL
NOMOR DAN TANGGAL
KERJASAMA PERJANJIAN
PERIKANAN

Mohon bantuan Saudara untuk memfasilitasi usaha penangkapan ikan nelayan
tersebut sesuai perjanjian kerjasama perikanan yang telah disepakati.

Tempat, tanggal, bulan, tahun
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN/PEJABAT YANG DITUNJUK

ttd.

(NAMA)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesua gan aslinya
Kepala jan. Organisasi ttd.
\:x‘\\
\P'.f«-,
ARJATJ_:;‘E&Z;‘; | EDHY PRABOWO
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LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25/PERMEN-KP/2020
TENTANG

ANDON PENANGKAPAN IKAN

BENTUK DAN FORMAT LAPORAN ANDON PENANGKAPAN IKAN

No Jumlah Jumlah Jumlah Awak | Jumlah Hasil Daerah Pelabuhan Alat Penangkapan
SIPI Andon | TDKP Andon | Kapal/Nelayan Tangkapan Penangkapan Ikan Pangkalan Ikan

Jenis Ikan

Target Utama

dst

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

O

Salinan ses n aslinya

.,

ttd.

/

Tini

EDHY PRABOWO




